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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Secara yuridis, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma 

memiliki dasar hukum yang kuat untuk berperan dalam 

pengentasan daerah tertinggal melalui prinsip otonomi 

daerah, pembagian urusan pemerintahan, serta mekanisme 

perencanaan dan penganggaran pembangunan. Namun, 

dalam praktiknya peran tersebut belum optimal karena 

masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti 

kompleksitas regulasi, keterbatasan kewenangan daerah 

akibat dominasi kebijakan pusat, serta keterbatasan 

kapasitas fiskal. Kondisi ini menyebabkan ruang diskresi 

pemerintah daerah menjadi sempit dan inovasi kebijakan 

lokal belum dapat dijalankan secara maksimal untuk 

merespons kebutuhan riil masyarakat daerah tertinggal. 

2. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah, peran 

pemerintah daerah dalam pengentasan daerah tertinggal 

sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dan keadilan 

sosial sebagai amanah kekuasaan. Pengentasan daerah 

tertinggal dipandang tidak hanya sebagai kewajiban 
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administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan etis 

untuk mewujudkan tujuan syariat (maqashid al-syari’ah). 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi 

kebijakan, keberpihakan nyata kepada masyarakat 

tertinggal, serta sinkronisasi antara hukum positif dan 

nilai-nilai keadilan dalam fiqh siyasah agar pembangunan 

daerah tertinggal di Kabupaten Seluma dapat terlaksana 

secara berkelanjutan dan berkeadilan. 

B. SARAN 

a. Bagi Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah 

Kabupaten Seluma disarankan untuk memperkuat 

implementasi kebijakan pengentasan daerah tertinggal 

dengan menyederhanakan regulasi teknis, 

meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta 

mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah secara 

lebih responsif dan berbasis kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, diperlukan penguatan komitmen politik dan 

moral agar kebijakan pembangunan tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi 

pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat 

daerah tertinggal. 
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b.  

c. Bagi Mahasiswa: Mahasiswa diharapkan dapat 

berperan aktif sebagai agen perubahan melalui kajian 

kritis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

yang berfokus pada isu ketertinggalan daerah. 

Mahasiswa juga perlu meningkatkan kepedulian sosial 

dengan mengawal kebijakan publik serta menyuarakan 

kepentingan masyarakat daerah tertinggal secara 

konstruktif melalui forum akademik maupun ruang 

partisipasi public. 

d. Bagi Perguruan Tinggi: Dosen dan akademisi 

disarankan untuk memperkuat peran keilmuan melalui 

penelitian berbasis kebijakan (policy-oriented 

research) dan pengabdian masyarakat yang relevan 

dengan permasalahan daerah tertinggal. Selain itu, 

integrasi perspektif hukum positif dan fiqh siyasah 

dalam kajian akademik perlu terus dikembangkan 

guna memberikan rekomendasi ilmiah yang aplikatif 

bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah. 

e. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi aktif dalam proses 
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

pembangunan daerah. Kesadaran hukum, keterlibatan 

dalam forum musyawarah, serta kerja sama dengan 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi 

faktor penting untuk memastikan bahwa program 

pengentasan daerah tertinggal berjalan secara efektif, adil, 

dan berkelanjutan. 
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